
 

20 
 

BAB II 

TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT 

JUAL BELI CENGKEH MUDA YANG MASIH BERADA DI POHON 

A. Fiqh Muamalah 

1. Pengertian Fiqh Muamalah 

Secara etimologis fiqh mempunyai arti al – fahmu (paham), sedangkan 

secara definitif, fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar‟i yang bersifat 

amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Menurut Ibnu 

Subhi yang dikutif Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, Fiqh yaitu pengetahuan 

tetang hukum syara‟ yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali 

satu persatu dalilnya.
23

 

Kata muamalat (المعاملا ت) yaitu kata tunggalnya muamalah (المعاملة) yang 

berakar pada kata  َعَامَل secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau 

berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara 

orang dan orang”.  Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-

mufa‟alah yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam 

memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu 

artinya saling bertindak atau saling mengamalkan.
24
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Secara terminologi muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 

pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam 

arti luas menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutih Abdul Madjid: 

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati 

dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah 

adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan 

manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian 

muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk 

mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan 

sosial.
25

 

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara‟ yang mengatur perbuatan 

manusia yang digali dari dalil – dalil Alquran maupun hadits yang terperinci 

yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi). Atau lebih 

singkatnya adalah hukum islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh manusia.
26

 

2. Pembagian Fiqh Muamalah 

Pendapat al-Fikri menyatakan bahwa Muamalah terbagi menjadi dua 

bagian, sebagai berikut: 

a. Al-muamalah al-madiyah yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, 

sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah 

ialah muamalah yang bersifat benda halal, haram dan syubhat untuk 
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diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan dan mendatangkan 

kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
 27

 

b. Al-muamalah al-adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara 

tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang 

unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, 

misalnya sifat jujur, hasud, dengki dan dendam.
28

 

Muamalah al-madiyah yang dimaksud al-Fikri ialah aturan-aturan yang 

ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim 

bukan hanya sekedar memperoleh untuk yang sebesar-besarnya, tetapi secara 

vertikal bertujuan untuk memperoleh rida Allah dan secara horizontal 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang 

diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-

aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara‟ tidak 

akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata untuk memperoleh 

keuntungan, tetapi juga untuk mencari ridha Allah.29 

Muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan 

aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu 

manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud muamalah adabiyah 

itu antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang 

melangsungkan akad, dan ijab Kabul.
30
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3. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah 

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam 

melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan 

sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah: 

a. Mubah 

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam islam adalah 

mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan oleh manusia 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak 

ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaidah 

fikih: 

 الأصل فى الأثياء الإ با حتى يدؿ الد ليل على تحريمها
“Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada 

dalil yang menyatakan keharamannya.” 

Yang dimaksud dengan dalil pada kaidah ini adalah dalil yang 

bersuber dari nash dan dalil atau qarinah (tanda atau indikasi) yang ada 

pada akad, seperti QS. Al-Baqarah (2: 275):  

اٍ  ...ۗ  كىأى حىلَّ اللَّوي الٍبػىيٍعى كىحىرَّىـ الرِّبػىوَٰ  … 
“… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” 

(QS. Al-Baqarah: 275)
31

 

Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat 

dibolehkan dalam islam. Namun, bila ada karinah atau indikasi yang 
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mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur tipuan maka 

jual beli itu menjadi terlarang. 32 

b. Halal 

Benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan QS. 

Al Maidah (5: 88): 

لان طىيِّبنا  ميؤٍمًنيوفى  بًوً  أىنػٍتيمٍ  الَّذًم اللَّوى  كىاتػَّقيوا ۗ  كىكيليوا مَِّا رىزىقىكيمي اللَّوي حىلاى  
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

telah rezekikan kepadamu, da bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88).
33

 

Halalan-thayyiban pada ayaat ini mengandung pengertian bahwa zat 

pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda 

tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian islam tidak 

membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang 

haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan 

muamalah terhadap benda yang diperbolehkan dengan cara yang tidak sah, 

seperti jual beli hasil curian, ciplakan dan sebagainya.34 

c. Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah 

Prinsip yang berlaku dalam Islam adalah melakukan transaksi harus 

sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. 
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Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku dan 

bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Hal ini sesuai 

dengan QS An-Nisa (4:59): 

طًيعيوا اللَّوى كىأىطًيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكلِ الٍأىمٍرً مًنٍكيمٍ يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا أى   
“Hai orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul serta para 

pemimpinmu.” (QS. An-Nisa: 59).
35

 

Maksud dari ayat diatas adalah setiap muamalah yang dilakukan harus 

mematuhi dan menaati ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits, 

ijmak ulama serta peraturan pemerintah. Dengan dasar prinsip ini,  segala 

transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat dibenarkan 

selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, setiap 

transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak 

dilarang oleh syariat. Begitu juga dengan muamalah yang dilakukan harus 

dapat merelasisasikan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan 

menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia. 36 

d. Asas Manfaat 

Benda yang ditansaksikan harus mempunyai manfaat. Jadi, tidak 

dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan 

kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam islam, 

harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-
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siaan itu termasuk sifat mubazir dan orang yang melakukan tindakan 

mubazir termasuk saudara setan. Sesuai dengan QS. Al-Isra‟(17:27) 

انيوا إًخٍوىافى الشَّيىاطًيًن  كىفيورنا لرًىبِّوً  الشَّيٍطىافي  كىكىافى  ۗ  إًفَّ الٍميبىذِّريًنى كى  
“Sesunggguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah 

saudara setan dan setan itu terhadap tuhannya ingkar.” (QS. Al- Isra: 

27).
37

 

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran islam yang melarang seseorang 

melakukan tindakan yang merugian diri sendiri maupun orang lain. 

Membuang-buang harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri 

sendiri juga bisa merugikan orang lain.
 38

 

e. Asas Maslahat 

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah) yakni 

mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap 

transaksi yang lakukan. Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan 

maslahat, menolak kemudhartan yang ditimbulkan lebih besar dari pada 

mengambil sedikit manfaat. Asas manfaat adalah setiap transaksi yang 

dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna 

dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.
 39 
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f. Asas Kerelaan 

Setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia 

harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan 

agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi 

pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan QS. An-Nisa (4:29). 

نىكيمٍ باًلٍبىاطًلً إًلاَّ أىفٍ  تىكيوفى تًِىارىةن يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا لاى تىأٍكيليوا أىمٍوىالىكيمٍ بػىيػٍ  

 عىنٍ تػىرىاضو مًنٍكيمٍ 
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan cara yang tidak sah kecuali melalui perdagangan 

yang saling suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa :29).
40

 

An‟ taradin pada prinsip ini mengandung makna bahwa transaksi 

muamalah yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikirn sendiri, 

bukan atas dasar paksaan orang lain. Secara hukum kerelaan atau suka 

sama suka merupakan persoalan batiniah dan tidak bisa dibuktikan karena 

sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang itu rela terhadap transaksi 

yang dilakukannya atau tidak. Prinsip „an taradin dimanifestasikan 

melalui akad, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk mu‟athah yaitu 

saling memberi diantara para pihak yang melakukan transaksi tanpa lafal 

ijab dan qabul, seperti yang berlaku dipasar swalayan pada saat ini. Suatu 
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akad harus berdasarkan kepada kerelaan dan kehendak kedua belah 

pihak.
41

 

g. Niat 

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, 

karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Hal ini sesuai 

dengan hadits nabi: 

 رضى اللٌَٰو–عٍتي عيمىرى بٍنى اخٍَىطَّا بً بٍنى كىقَّاصو اللَّيٍشًىَّ يػىقيوؿي سىً عىلٍقىمىةى 
عٍتي رىسيوؿى اللٌَٰ -عنو قًىاؿى سىً )إًنََّّىا ا يػىقيوؿي -و عليو كسلمصلى اللٌَٰ -وً عىلىى الٍمًنٍبَى

انىتٍ ىًجٍرىتيوي إًلَى دينػٍيىا يَّاتً , كى لأىعٍمىاؿي باًلنػِّ  إًنَِّّىا لًكيلِّ امٍرئًو مىا نػىوىل , فىمىنٍ كى
مىا ىىاجىرى إلًىيٍوً( ييصًيٍبػيهىا أىكٍ إًلَى امٍرىأىةو يػىنٍكًحيهىا فىهًجٍرىتيوي إًلَى   

“Al-Qamah ibn Waqash al-Laits berkata saya mendengar Umar ibn a-

Khatab r.a. yang berdiri di atas mimbar mengatakan saya mendengar 

Rasulullah Saw. Berkata: “hanya saja sahnya suatu perbuatan dimulai 

dengan niat, dan setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa 

yang diniatkan, barang siapa yang berhijrah karena dunia atau 

perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya itu  sesuai dengan 

hujrah yang diniatkanya.”  42  

Niat disyariatkan dalam islam adalah untuk membedakan antara 

perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata 

kebiasaan atau rutinitas. Baik buruknya hasil transaksi tergantung pada 

niat seseorang karena niat merupakan tolak ukur untuk membedakan 
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ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual belu atau 

transaksi lainnya dengan niat karena Allah maka perbuatan yang 

dilakukannya itu akan bernilai ibadah disisinya. Akan tetapi, jual beli atau 

transaksi bisnis lainnya dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan 

semata maka yang akan diperoleh hanyalah nilai materinya saja tanpa ada 

nilai ibadah di dalamnya.
 43 

h. Asas tolong menolong 

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan 

manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk 

itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama 

manusia dalam aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah 

(5:2) 

ثًٍ  عىلىى تػىعىاكىنيوا كىلاى  ۗ  كىتػىعىاكىنيوا عىلىى الٍبَِّ كىالتػَّقٍوىلَٰ  ۗ   كىالٍعيدٍكىافً  الٍإً  
“Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan 

janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.” 

(QS. Al-Maidah: 2)
44

 

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong menolong di 

dalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad 

dilakukan dengan sebaik-baiknya maka didalamnya sudah ada bentuk 

aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Seorang penjual 

membutuhkan uang dari pembeli, demikian juga seorang pembeli 
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membutuhkan barang dari penjual. Secara tidak langsung masing-masing 

pihak telah menolong satu sama lainnya melalui akad jual beli. Penjual 

mendapatkan uang yang dibutuhkannya, sedangkan pembeli mendapatkan 

barang yang dibutuhkannya pula. Inilah bentuk ta‟awun yang disyariatkan 

dalam transaksi muamalah.
 45

 

4. Sumber Fiqh Muamalah 

a. Al-Quran 

Al-quran adalah sumber pertama dan utama dalam fiqh muamalah 

(ekonomi Islam), didalamnya dapat kita temuin hal ihwal yang berkaitan 

dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang 

diharamkannya riba, dan diperolehkannya jual beli yang tertera pada surat 

Al-Baqarah ayat 275 :
46

 

مىا فػىلىوي  فىانػٍتػىهىىَٰ  رىبِّوً  نٍ مً  مىوٍعًظىةه  جىاءىهي  فىمىنٍ  ۚ  ... كىأىحىلَّ اللَّوي الٍبػىيٍعى كىحىرَّىـ الرِّبىا   

الًديكف فًيهىا ىيمٍ  ۚ  مىنٍ عىادى فىأيكٍلىَٰئًكى أىصٍحىابي النَّارً كى  ۚ  سىلىفى كىأىمٍريهي إًلَى اللَّوً   خى  
“…padahal Allah telah menghalkan jual beli dan mangharamkan riba. 

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu 

adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Al-Baqarah: 275)
47
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Maksud dari ayat ini adalah Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba, sebab dalam jual beli terdapat manfaat bagi manusia 

sedangkan riba mengandung kezaliman dan kebangkrutan. Barangsiapa 

yang mematuhi larangan riba maka tidak ada dosa baginya, dan urusannya 

yang telah lalu kembali kepada kehendak Allah. Dan barangsiapa yang 

kembali berinteraksi dengan riba karena menganggapnya halal maka dia 

sungguh telah jauh dari kebenaran dan akan kekal di neraka selamanya.
48

 

b. Al-Hadits 

Secara etimologis, hadits mempunyai arti kabar, kejadian, sesuatu yang 

baru, perkataan, hikayat, dan cerita. Hadits menurut istilah adalah sesuatu 

yang diriwayatkan dari rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan 

dan ketetapannya setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Selain hadits ada 

juga ulama menggunakan sunah sebagai sumber hukum islam. Pengertian 

sunah secara etimologis yaitu perjalanan hidup, jalan/cara, tabiat, syariah, 

yang jamaknya adalah al-sunan. Sedangkan pengertian sunah secara 

terminologis yaitu setiap sesuatu yang bersumber dari Rasul SAW baik 

berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kemakhlukan, akhlak atau 

perjalanan hidupnya, baik hal tersebut terjadi ketika beliau belum menjadi 

rasul seperti bersemedi di gua hira atau sesudah menjadi rasul. 49 

Hadits merupakan sumber kedua bagi hukum islam, dan hukum-

hukum yang dibawa oleh hadits ada tiga macam: 
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1) Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam al-quran 

2) Sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum-hukum yang 

dibawa oleh al-quran dengan macam-macamnya penjelasan, seperti 

pembatasan arti yang umum, merincikan persoalan-persoalan 

pokok dan sebagainya. 

3) Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh al-quran 

secara tersendiri.
50

 

c. Ijtihad 

Menurut al-Ghazali. Bahwa ijtihad secara umum adalah pengerahan 

kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum 

syara‟. Bagi al-Amidi ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan 

untuk mencari hukum syara‟ yang bersifat zanni.
51

 

Untuk mendapatkan ketentuaan-ketentuan hukum muamalah yang baru 

yang timbul seiring dengan kemajuan jaman dan kebutuhan masyarakat, 

sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru biasa dikenal dengan istilah 

ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang memegang peranan yang sangat 

penting dalam mengembangkan fiqh Islam terutama sekali dalam bidang 

muamalah. Tidak terlalu berlebihan kiranya jika kita mengatakan bahwa 

sumber ijtihad yang paling banyak dibutuhkan, diperkukan dalam hukum 

muamalah.
 52 
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Diantara produk ijtihad yaitu: 

1) Kitab-Kitab Fiqh Umum  

Kitab-kitab ini menjelaskan ibadah dan muamalah didalamnya 

terdapat pula bahasan tentang ekonomi yang kemudian dikenal dengan 

istilah Al-muamalah Al-maliyah. Adapun bahasan-bahasan yang 

langsung berkaitan dengan ekonomi islam adalah Zakat, sedekah, 

sunnah, fidyah, zakat fitrah, jual beli, riba, dan jual beli uang dan lain-

lain. 

2) Kitab-Kitab Fiqh Khusus (al-amwal wal-iqtishaadi) 

Kitab-kitab yang secara khusus membahas masalah yang berkaitan 

langsung dengan uang, harta lainnya, dan ekonomi. 

3) Fatwan dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

4) Komplikasi hukum ekonomi syariah.
 53

 

5. Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli 

Jual beli (   الَْبيَْع ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 

dengan sesuatu yang lain). Kata   الَْبيَْع dalam bahasa arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata:   رَاء  Dengan .(beli) الَشِّ

demiian kata:   الَْبيَْع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata 

“beli”.
54
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Kata “jual beli” adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua 

kata dimana masing-masing kata itu memilki makna yang saling 

berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang 

umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang 

sebagai alat tukar dengan barang.
55

 

Ditinjau dari segi definisi atau segi terminologi di atas, kata bai‟ dalam 

pengertian madzhab-madzhab fikih memiliki pengertian seputar makna 

“menukar harta dengan harta”. Madzhab Hanafi memberikan definisi 

“mubadalatu mal bi mal „ala wajh makhshush” (tukar menukar harta 

dengan harta sesuai cara yang khusus) atau “mubadalatu syai‟ marghub bi 

mitslihi „ala wajh mufid makhshush” (mengganti sesuatu yang disenangi 

dengan sepadannya dengan cara yang bermanfaat dan khusus). Madzhab 

Syafi‟i memberikan definisi “muqabalatu mal bi mal tamlikan” (tukar 

menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan). Madzhab 

Hambali mendefinisikan “muqabalatu mal bi mal tamlika wa tamallukan” 

(tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan serta 

menerima kepemilikan). Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik tiga sisi 

kesamaan: pertama ada tukar menukar, ada pihak yang menjual dan pihak 

yang membeli yang memunculkan ijab dan qabul; kedua, ada cara atau 

aturan yang khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum fikih; ketiga, 

objek jual beli itu adalah sesuatu yang diminati, seperti harta benda yang 
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mana setiap manusia pada umumnya memiliki rasa senang terhadap harta 

benda atau harta kekayaan.
56

 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam.
57

 

Dalam al-Quran Allah berfirman:  

( ٥٧٢)البقرة :  لٍبػىيٍعى كىحىرَّىـ الرِّبىا...كىأىحىلَّ اللٌَٰوي ا  ... 
“… padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba…” (QS. Al-Baqarah: 275)
58

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli namun 

mengharamkan salah satu jenisnya yaitu jual beli yang mengandung riba 

didalamnya. Dan Allah menjawab perkataan mereka dengan jawaban ini 

adalah sebagai pemotong kelicikan mereka dan pemutus percakapan 

dengan mereka; karena urusan seorang mukmin adalah mentaati merintah 

Allah dalam setiap perintah maupun larangan tanpa perdebatan karena 

keburukan-keburukan riba dan kebaikan-kebaikan jual beli adalah sesuatu 

yang jelas. Maka bagaimana bisa mereka berkata: jual beli itu layaknya 

riba.
59
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Firman Allah: 

(٨٩١.. )البقرة : وٍا فىضٍلان مِّنٍ رىبِّكيمٍ .لىيٍسى عىلىيٍكيمٍ جينىاحه أىنػٍتىبٍتػىغي   
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 

dari tuhanmu …” (QS. Al-Baqarah: 198)
60

 

Berdasarkan ayat diatas, maka murabahah merupakan upaya mencari 

rezeki melalui jual beli.
61

  

Firman Allah: 

(٥٩)النساء : إًلاَّأىفٍ تىكيوٍفى تًِىارىةن عىنٍ تػىرىاضو مِّنٍكيمٍ ...   
... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu … (QS. An-Nisa: 29)
62

 

Ayat tersebut menjelaskan, yakni mata pencaharian dengan jual beli, 

Allah menyebutkan jual beli dan bukan kegiatan pertukaran barang lainnya 

karena ia merupakan yang paling banyak dan paling dominan. Suka sama 

suka yakni kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui apa yang 

diambilnya, tanpa ada kecurangan, penipuan, maupun penyembunyian aib, 

yang kemudian saling berpisah dengan penuh rasa rela. Dan pendapat lain 

mengatakan jika kedua belah pihak saling rela setelah terjadinya akad 

maka perniagaan itu halal hukumnya, meski keduanya belum berpisah.
63

 

Sabda Rasulullah disebutkan : 
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سيئًلى النَّبُِّ صىلَّى اللٌَٰوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى أىمُّ الٍكىسٍبً أىطٍيىبي ؟ عىمىلي الرَّ جيلً بيًىدًهً كىكيلُّ 
كاه ا لبزا ركالحا كم()ر  بػىيٍعً مىبػٍريكٍرو   

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling 

baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap 

jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazaar dan Al-Hakim)
64

 

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, 

yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. 

Sabda Rasulullah: 

 إًنََّّىاٍبػىيٍعي عىنٍ تػىرى اضو )ركاه البيهقى(
“Jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Baihaqi)

65
 

Sabda Rasulullah: 

اءً )ركاه الترمذل(اىاتىا جًريالصَّديكٍ ؽي  اٍلأى مًيٍني مىعى النَّبًيػِّيٍنى كىالصِّدٌٍ يًقًيٍنى كىالشُّهىدى  
“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) 

dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada‟.” (HR. Tirmidzi)
66

 

Lalu dijelaskan juga dalam ijma‟, yaitu: Ulama telah sepakat bahwa 

jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, 
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bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus 

diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
67

  

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat 

tentang diperbolehkannya bay„ karena mengandung hikmah yang 

mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap 

suatu yang dimiliki rekannya (orang lain), dan orang lain tersebut tidak 

akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. 

Dengan disyariatkan bay„ setiap orang dapat meraih tujuannya dan 

memenuhi kebutuhannya.
68

 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. 

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah 

kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka 

diperlukan indicator (Qarinah) yang menunjukan kerelaan tersebut dari 

kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau 

dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan 

penerimaan uang).
69

 

Jual beli mempunyai Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi, sehingga 

jual beli itu dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat terpenuhi, 

berikut rukun dan syarat jual beli, untuk lebih jelasnya pada tabel berikut 

ini: 
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No Rukun Jual Beli Syarat Jual Beli 

1 Orang-orang yang 

Berakad (Penjual 

dan Pembeli) 

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad, 

sebagai berikut: 

a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu 

orang. Oleh karena itu, anak kecil, 

orang gila dan orang bodoh tidak boleh 

menjual harta sekalipun miliknya, Allah 

berfirman: 

 كىلاى تػيؤٍتيواالسُّفىهىآءىاىمٍوالىكيمي  … 
(٢)النسآء:  

“Dan janganlah kamu serahkan kepada 

orang-orang yang belum sempurna 

akalnya.” (An-Nisa: 5).  

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa 

harta tidak boleh diserahkan kepada 

orang bodoh. „illat larangan tersebut 

ialah karena orang bodoh, orang gila, 

dan anak kecil tidak cakap dalam 

mengendalikan harta sehingga orang 

gila dan anak kecil tidak sah melakukan 

ijab dan Kabul.
 70
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b) Atas dasar suka sama suka, yaitu 

kehendak sendiri dan tidak dipaksa 

pihak manapun.
71

 

2 Akad (Ijab Kabul) Syarat-syarat sah ijab Kabul ialah sebagai 

berikut:
  

a) Orang yang mengucapkannya telah 

baligh dan berakal. 

b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila 

antara ijab dan qabul tidak sesuai maka 

jual beli tidak sah. 

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu 

majelis. Maksudnya kedua belah pihak 

yang melakukan jual beli hadir dan 

membicarakan topik yang sama.
 72

 

3 Ma‟kud alaih 

(Objek Akad) 

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad 

ialah sebagai berikut. 

a) Suci atau mungkin untuk disucikan 

sehingga tidak sah penjualan benda-

benda najis seperti anjing, babi dan 

yang lainnya. 

b) Memberi manfaat menurut Syara‟ maka 

dilarang jual beli benda-benda yang 
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tidak boleh diambil manfaatnya 

menurut syara‟ seperti babi, kala, cicak 

dan yang lainnya. 

c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau 

digantungkan kepada hal-hal lain, 

seperti jika ayahku pergi, kujual motor 

ini kepadamu. 

d) Tidak dibatasi waktunya, seperti 

perkataan kujual motor ini kepada tuan 

selama satu tahun, maka penjualan 

tersebut tidak sah sebab jual beli 

merupakan salah satu sebab pemilikan 

secara penuh yang tidak dibatasi 

apapun kecuali ketentuan syara‟. 

e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun 

lambat tidaklah sah menjual binatang 

yang sudah lari dan tidak dapat 

ditangkap lagi. Barang yang sudah 

hilang atau barang yang sulit diperoleh 

kembali karena samar, seperti seekor 

ikan jatuh ke kolam, sebab dalam 

kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang 

sama.  

f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual 
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barang orang lain dengan tidak seizin 

pemiliknya atau barang yang baru akan 

menjadi miliknya. 

g) Diketahui (dilihat), barang yang 

diperjual belikan harus diketahui 

banyaknya, beratnya, takarannya, atau 

ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah 

jual beli yang menimbulkan keraguan 

salah satu pihak.
73

 

 

Tabel 2.1 Rukun dan Syarat Jual Beli 

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, 

ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain: 

1) Syarat sah jual beli 

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, 

apabila terpenuhi dua hal:
74

 

a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang 

diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas mapupun 

kuantitasnya.  

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka 

barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai 

oleh penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat 

                                                           
73

 Hendi Suhendi, Fiqh muamalah…, hlm. 71-73. 
74

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam…, hlm. 125 

::repository.unisba.ac.id::



43 
 

    
 

dikuasai oleh pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan 

sesuai dengan kebiasaan setempat. 

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli 

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut 

mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak 

dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak 

memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.
75

 

Masalah jual beli   وْل ىبيَْع  اْلف ض   terdapat beberapa perbedaan pendapat 

para ulama fikih. Ulama Mazhab Hanafi membedakan antara wakil 

dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut 

mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak 

perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, 

apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu 

baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang 

diwakilinya. Menurut Ulama Mazhab Syafi‟i dan az-Zahiri bay al-

fuduly tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu. 

Mereka beralasan kepada sabda Rasulullah: 

ما جو(لاىبػىيٍعى مىالىيٍسى عًنٍدىؾى )ركاىأحمد كأبوداكدكالترمذل كالنسائ كابن   
“Tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki (sendiri).” (HR. 

Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai dan Ibnu Majah)
 76
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3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. 

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru 

bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam 

khiyar, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. 

Apabila jual beli itu masih mempunyai hak “khiyar, maka jual beli itu 

belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat jual 

beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah 

dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi 

membatalkan jual beli itu.
77

 

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli 

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-

bentuk jual beli: 

1) Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya 

menjadi tiga bentuk. 

a) Jual beli yang sahih, jual beli yang telah memenuhi semua 

rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang 

lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu 

sahih dan mengikat kedua belah pihak. 
78

 

b) Jual beli yang Batil, apabila pada jual beli itu salah satu atau 

seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada 
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dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu 

batil.
79

 

c) Jual beli yang Fasid, menurut mazhab Syafi‟i fasid berarti tidak 

dianggap/diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana 

mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. 

Dengan demikian, sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan 

atau maksud syara‟. Fasid dengan pengertian ini, sama dengan 

batal menurut Mazhab Syafi‟i. Akad yang fasid tidak 

membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak. Mazhab 

hanafi sependapat dengan Mazhab Syafi‟i mengenai akibat 

hukum Fasid dalam bidang ibadah. Perbedaan antara kedua 

Mazhab itu terhaji dalam bidang muamalah. Menurut imam 

Hanafi, muamalah yang fasid pada hakikatnya atau esensinya 

tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah 

sifatnya. 
80

 

2) Dilihat dari objek jual beli, ada tiga bentuk:
81

 

a) Jual beli umum, yaitu menukar barang dengan uang 

b) Jual beli al-sharf atau money changer, yaitu penukaran uang 

dengan uang. 

c) Jual beli barter, yaitu menukar barang dengan barang 

3) Dilihat dari standarisasi harga, ada tiga bentuk jual beli, yaitu:
82
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a) Jual beli tawar-menawar, yaitu jual beli dimana pihak penjual 

tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya. 

b) Jual beli amanah, yaitu jual dimana penjual memberitahukan 

harga modal jualannya 

c) Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan cara penjual 

menawarkan barang dagangannya, kemudian para pembeli 

saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari 

pembeli sebelumnya, kemudian penjual akan menjual dengan 

harga tertinggi daripada pembeli tersebut. 

4) Dilihat dari cara pembayaran, terdapat empat bentuk jual beli:
83

 

a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara 

langsung. 

b) Jual beli dengan pembayaran tertunda 

c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda. 

d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-

sama tertunda. 

e. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang 

1) Membeli barang yang sudah dijual, dengan memerintahkan kepada 

si penjual membatalkan penjualannya dari si pembeli pertama 

supaya dibelinya dengan harga yang lebih mahal dari harga yang 

diberikan kepada si pembeli agar membatalkan pembeliannya 

supaya membeli darinya dengan harga yang lebih murah dari 
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penjual pertama, dan hal itu diharamkan karena merugikan salah 

satu pihak.
84

 

2) Jual beli pada adzan kedua hari jumat, seorang muslim tidak boleh 

menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika adzan kedua shalat 

jumat telah dikumandangkan dan khatib telah naik mimbar
85

, 

karena Allah swt. Berfirman: 

ةً مًنٍ يػىوًٍـ الْيٍميعىةً فىاسٍعىوٍا إًلَىَٰ ذكًٍرً اللَّوً  يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا إًذىا نيودًمى للًصَّلاى
(٩الْمعة : يػٍره لىكيمٍ إًفٍ كينٍتيمٍ تػىعٍلىميوفى  ۗ  كىذىريكا الٍبػىيٍعى  ( لًكيمٍ خى ذىَٰ                     

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 

shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah 

dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu 

jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Jumu‟ah: 9)
86

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa adzan mulai terlarangnya jual 

beli adalah adzan kedua. Karena di masa Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam hanya ada sekali azan, yaitu saat imam duduk di 

mimbar. Adzan kedua inilah yang dimaksudkan dalam firman 

Allah pada surat Jumu‟ah di atas. Jika jual beli dilakukan pada saat 

azan kedua ini akan melalaikan para pembeli dan pedagang dari 

shalat, bahkan bisa sampai luput seluruh atau sebagiannya.
87

 

3) Jual beli dengan mulammassah, yaitu jual beli secara sentuh 

menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan 
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tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang 

menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang 

karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan 

kerugian bagi salah satu pihak.
88

 

4) Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang masah 

dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan 

bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga 

akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh 

Rasulullah Saw. Dengan sabdanya : 

عىنٍ أىنىسً بٍنً مىالًكو رىضًىى اللهي عىنٍوي أىنَّوي قىاؿى نػىهىى رىسيوٍؿي الًله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً 
اقػىلىةً كىالٍميخىاضىرىةً كىالٍميلاىمىسىةً كى  ةً كالٍميزىابػىنىةً كىسىلَّمى عىنً الٍميحى ركاه  –الٍمينىابىذى

 البخارل
“Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang 

jual beli al-Muhaqalah, al-Mukhadharah, al-Mulamasah, al-

Munabazah dan jual beli al-Muzabanah.” (HR. Al-Bukhari)
89

 

5) Jual beli dengan muhaqallah. Baqallah berarti tanah, sawah, dan 

kebun, maksud muhaqallah disini adalah menjual tanaman-

tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang 

agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
90

 

6) Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang 

belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih 

hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini 

dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian 
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mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang 

lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
91

 Dalam hadits, Nabi 

bersabda: 

عى ابٍنى عيمىرى قىاؿى قىاؿى رىسيوٍؿي الًله صىلىى الًله عىلىيٍوً  عىنٍ عىبٍدًالًله بٍنً دًيػٍنىاروأىنَّوي سىً
حيوي )رىكىاهي ميسٍلًمه(كىسىلَّمى : لاى تىبًيػٍعيوا الثَّمىرىحىتىَّ يػىبٍديكى  صىلاى  

“Dari „Abd. Allah ibn Dinar bahwasanya ia mendengar Ibn „Umar 

berkata: Rasulullah SAW bersabda, “jangan kalian membeli buah 

sebelum tampak matangnya.” (HR. Muslim)
 92

 

       Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu „Umar 

Radhiyallahu anhuma, ia berkata: 

أىفَّ النَّبَِّ صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى نػىهىى عىنٍ بػىيٍعً السُّنٍبيلً حىتىَّ يػىبػٍيىضَّ كىيىأٍ مىنى 
 مًنى الٍعىا ىىةً 

“Bahwa Nabi Shallallahu‟alaihi wa sallam melarang menjual 

sesuatu yang masih bertangkai sampai ia memutih dan aman dari 

cacat”.
93

 

       Menurut Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada 

dipohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka apabila 

pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual 

beli itu sah. Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan 

sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena 

tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang 
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dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah 

disetujui.94 

       Masaknya buah dapat diketahui dari beberapa hal: 

       Untuk buah kurma tanda masaknya ialah dengan memerah 

atau menguning. Seperti disebutkan dalam hadits dibawah ini: 

صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى عىنٍ  أىنىسً بٍنً مىالًكو رىضًي اللهي عىنٍوي أىفَّ النَّبَِّ 
رً حىتىَّ تػيزٍىىى . قًيٍلى : كىمىا زىىٍوي ىىا ؟ قىاؿى : نػىهىى عىنٍ بػىيٍعً الشَّمىا

 تحىٍمىارُّ كىتىصٍفىارُّ 
“Dari Anas Ibnu Malik RA, Bahwa Rasulullah Saw melarang 

menjual buah-buahan sehingga baik. Ada orang yang bertanya: 

“apa pertanda baiknya?” beliau menjawab: “memerah atau 

menguning”
95

 

       Untuk tanda kematangan buah-buahan yang lain ialah buah 

tersebut Nampak matang dan enak untuk dimakan. Imam al-

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah 

Radhiyallahu anhuma ia berkata: 

 .أىفَّ النَّبَِّ صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى نػىهىى عىنٍ بػىيٍعً الثَّمىرىةً حىتىَّ تىطًيٍبى 
“Bahwa Nabi Shalallahu „alaihi wa sallam melarang menjual 

buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut bagus (matang).
96

 

                                                           
94

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam…, hlm. 138 
95

 Al-Hafiz Ibnu Hajar, Bulughul Maram, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013, hlm. 222 
96

 Syaikh „Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, “Jual Beli Mukhadharah, Jual Beli Habalah, Jual Beli 

Talji-ah” dalam https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jual-beli-

talji-ah.html. Diakses tanggal 15 September 2020. 

::repository.unisba.ac.id::

https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jual-beli-talji-ah.html
https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jual-beli-talji-ah.html


51 
 

    
 

       Menurut al-ayni, yang dimaksud dengan matang dalam hadits 

diatas adalah manfaatnya, sehingga maksudnya adalah tidak boleh 

membeli buah sebelum ada manfaatnya. Jika buah itu sudah dapat 

dimanfaatkan, meskipun belum matang, maka dapat diperjual 

belikan. Hanya saja, sebagian ulama berpendapat bahwa 

diperbolehkan jual beli buah yang sudah tampak keliatan, 

meskipun belum matang. Mereka menakwilkan hadits diatas 

bahwa larangan itu dimaksudkan dengan ketidakbolehan jual beli 

buah yang belum tampak sehingga tidak dapat diambil manfaatnya 

pada masa yang akan datang.
97

 

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan 

menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut : 

a) Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan 

pihak pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah 

berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual. 

b) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh. 

c) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik 

(tetap dipohon) sampai masak-masak, maka akadnya 

fasad.
98

 

Jumhur (Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah) berpendapat 

sebagai berikut: 
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a) Jika buah benar-benar telah layak petik, akadnya sah, baik 

jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat 

dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik. 

b) Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan 

tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Karena 

menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan 

keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan 

hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung 

dipetik.  

c) Jual beli yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara 

mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.
99

 

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa, boleh menjual buah-buahan yang belum masak dengan 

syarat setelah terjadi transaksi harus dipetik untuk orang yang akan 

mengambil manfaatnya, seperti pembeli yang membutuhkan kurma 

yang belum masak dan buah-buahan lainnya maka hal itu 

diperbolehkan. 

Apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan 

sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah 

sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumnya si pembeli 

wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta 

uangnya kembali dari si penjual. Hal ini berdasarkan hadits yang 
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diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin „Abdullah r.a, ia 

berkata, Rasulullah Saw bersabda: 

لَّ لىكى أىفٍ تىأٍخيذى  رٍنا فىأىصىابػىتٍوي جىائًحىةه فىلاى تحىً ً لأىخًيٍكى تَى يٍئنالًى  إًفٍ بًعٍتى مًنٍوي شى  

تىأٍخيذي مىاؿى أىخًيٍكى بًغىيًٍْ حىق     
“Jika engkau menjual kurma kepada saudaramu (sesama muslim), 

lalu kurma tersebut tertimpa musibah /wabah, maka tidak halal 

bagimu untuk mengambil (harga) darinya sedikit pun. Karena 

engkau tidak dibenarkan mengambil harta saudaramu sendiri.”
100

 

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab I‟laa-mul 

Muwaqqi‟iin, Maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang 

belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si 

pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut 

kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun 

menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan 

kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah 

setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini 

dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya 

tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.
101

 

7) Jual beli gharar, yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang 

merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan 
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tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah 

dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat 

diserahterimakan.
102

 

Menurut madzhab Hanafi, gharar adalah suatu objek 

transaksinya terlihat. Baik itu komoditi maupun uang tidak perlu 

untuk mengetahui sifat dan karakternya, akan tetapi jika obyek 

transaksinya tidak diketahui penjual dan pembeli. Menurut Maliki, 

gharar adalah penyebutan sifat dan karakter baik terhadap 

komoditi maupun harga, karena tidak adanya kejelasan dalam sifat 

dan karakter komoditi juga harga yang dilarang oleh akad. Menurut 

Syafi‟i, gharar adalah segala sesuatu yang telah terjadi akibat yang 

tersembunyi dari pandangan dalam suatu yang dapat memberikan 

akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. 

Menurut Hambali, gharar adalah suatu jual beli yang tidak 

membolehkan dalam transaksi jual beli ada obyek transaksinya 

tidak jelas sifat dan karakternya.
103

 

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam. Larangan jual 

beli gharar disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah: 

 عىنٍ أىبِ ىيرىيػٍرىةى قىاؿى نػىهىى رىسيوؿي اللَّوً صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى عىنٍ بػىيٍعً الحىٍصىاةً 

(ركاه اخَماعة الاالبخارمكىعىنٍ بػىيٍعً الٍغىرىرً )  
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“Dari Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah mencegah jual beli 

dengan cara batu dan jual beli dengan cara gharar.” (H.R. 

al- Jama‟ah kecuali Bukhari)
 104

 

Menurut ulama, gharar itu berbeda jenis dan tingkatannya, ada 

gharar berat dan ada gharar ringan yaitu sebagai berikut.  

a) Gharar berat Abu al-Walid al Baji menjelaskan batasan 

(dhabit) gharar berat tersebut, yaitu: “Gharar berat itu 

adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat 

akad tersebut.” Atau singkatnya, gharar berat adalah 

gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan 

perselisihan antara para pelaku akad. Gharar jenis ini 

berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh 

karena itu, standar gharar ini dikembalikan kepada urf. 

b) Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan 

dalam setiap akad dan dimaklumi menurut urf tujjar (tradisi 

bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar 

tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, 

menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan 

atau dirobek. Gharar ringan ini dibolehkan menurut Islam 

sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya 

bagi pelaku bisnis. Karena gharar itu tidak bisa 
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dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis 

tanpa gharar ringan tersebut.
105

 

Menurut para ulama secara garis besar gharar dibagi 

menjadi dua bagian pokok yaitu:
106

 

Gharar dalam Shighat Akad Gharar dalam Objek Akad 

Bai'ataini fii ba‟iah Ketidaktahuan (jahl) dalam jenis objek 

akad, adalah tidak diketahuinya objek 

akad yang akan ditransaksikan, 

sehingga zat, sifat, serta karakter dari 

objek akad tidak diketahui (majhul).  

Bai al hashah Ketidaktahuan (jahl) dalam macam 

objek akad, adalah ketidakjelasan 

macam dari objek akad yang akan 

ditransaksikan, seperti halnya menjual 

sebuah mobil tanpa keterangan mobil 

macam apa yang akan dijual.  

Bai al mulamasah Ketidaktahuan (jahl) dalam sifat objek 

akad, adalah ketidakjelasan sifat dari 

objek akad yang akan ditransaksikan.  

Bai al munabadzah Ketidaktahuan (jahl) dalam ukuran dan 

takaran objek akad.  
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Akad mu‟alaq Ketidaktahuan (jahl) dalam zat objek 

akad.  

Bai al muzabanah Ketidaktahuan (jahl) dalam waktu 

akad.  

Bai al mukhadharah Ketidakmampuan dalam penyerahan 

barang.  

Bai habal al habalah Melakukan akad atas sesuatu yang 

tidak nyata adanya (ma‟dum).  

Dharbatu al ghawash Tidak adanya penglihatan (ru'yah) atas 

objek akad. 

Bai muhaqalah  

Bai nitaj  

Bai al mudhaf  

 

Tabel 2.2 Jenis Gharar 

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

1) Manfaat Jual Beli 

Manfaat jual beli, antara lain:
107

 

a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat 

yang menghargai hak milik orang lain. 

b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar 

kerelaan atau suka sama suka. 
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c) Masing-masing merasa puas. Penjual melepas barang 

dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan 

pembeli memberikan uang dan menerima barang dangangan 

dengan puas pula. 

d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang 

yang haram (batil). 

e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt. 

Rasulullah bersabda:  

:رىحًمى  ابًرً ابٍنً عىبٍدًاللٌَٰوً رضى اللٌَٰو عنهما أىفٌ رىسيوٍؿى اللٌَٰوً قىاؿى  اللٌَٰوي  عىنٍ جى
ا إًذىابىا عىوىاًذى اشٍتػىرىل كىاًذىااقػىتىضىى)ركاه البخارل كالتر مذل(  رىجيلان سىٍحن  

Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasanya Rasulullah saw. 

Bersabda: “dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila 

ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih utang.” (HR. 

Bukhari dan Tirmizi).
108

 

f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. 

2) Hikmah Jual Beli 

Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti memiliki 

hikmah, demikian juga dengan jual beli. Hikmah jual beli yang 

pertama adalah mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Islam 

mengajarkan setiap umatnya bahwa apapun kegiatan yang 

dilakukannya harus bernilai ibadah. Demikian pula dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, harus diniati untuk ibadah mendapatkan ridha 

Allah. Kedua adalah terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara 
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yang adil. Melalui pertukaran jual beli, maka masing-masing bisa 

mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan cara yag adil, tidak 

saling merugikan.
109

 

Ketiga adalah terpenuhinya kepuasan masing-masing pihak dengan 

cara yang halal. Melalui jual beli maka masing-masing pihak dapat 

terpenuhi kepuasannya dengan cara tidak merugikan pihak lainnya. 

Hak penjual adalah mendapatkan uang sebagai pengganti dari barang 

yang dilepaskannya. Hak pembeli adalah memperoleh barang sebagai 

ganti dari uang yang telah diserahkannya.
110

 

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari alih kata consumer dalam kamus Inggris-

Indonesia yang berarti pemakai atau konsumen. Dalam rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ditentukan pengertian konsumen 

adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi 

kepentingan diri sendiri, atau keluarganya, atau orang lain yang tidak 

untuk diperdagangkan.
111
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Sedangkan pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa “konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
112

 

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya 

Principles of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang 

membeli atau memperoleh  barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. 

Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua:
113

 

a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi secara 

langsup produk yang diperolehnya. Menurut BPHN (Badan 

Pembinaan Hukum Nasional) pemakai akhir dari barang, 

digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak 

diperjualbelikan. Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia) pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang 

lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Menurut KUH 

Perdata Baru Belanda orang alamiah yang mengadakan perjanjian 

tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau 

perusahaan.
114

 

                                                           
112

 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia…, hlm. 57 
113

 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PrenadaMedia Group, 

2018, hlm. 2-3 
114

 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 3 

 

::repository.unisba.ac.id::



61 
 

    
 

b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk 

untuk memproduksi produk lainnya. Contoh: distributor, agen dan 

pengecer. Ada dua cara untuk memperoleh barang. Yakni, 

membeli, bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara 

membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku 

usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hokum melalui 

perjanjian tersebut. Kedua, cara lain selain membeli, yakni hadiah, 

hibah, dan warisan. Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak 

terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. 

Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hokum dari 

suatu perjanjian.
115

 

2. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 

merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai 

cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan 

jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa 

tersebut.
116
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Perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi 

manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalm 

konteks hubungan antara rakyat dan Negara, namun lebih luas lagi HAM 

perspektif hubunga  antar masyarakat, yakni hubungan antara produsen 

dan konsumen. Dalam hal ini, produsen mengakui eksistensi konsumen 

sebagai manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT yang memilikihak-hak 

universal dan patut memperoleh apresiasi secara positif.
117

 

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah 

menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-

Undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, 

bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen 

tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan 

represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada 

konsumen. Maka perngaturan perlindungan konsumen dilakukan 

dengan.
118

 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum 

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 

seluruh pelaku usaha. 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 
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d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang 

menipu dan menyesatkan. 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada 

bidang-bidang lainnya. 

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi 

landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, 

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di 

Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional 

diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga 

mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang 

dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-

undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk 

memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu 

barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.
119

 

4. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan 

dari Perlindungan Konsumen adalah:
120
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a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri, 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi, 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha, 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 

Berlakukannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999, maka dasar 

perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen”.
121

 

Perlindungan terhadap konsumen dilakukan pada saat atau telah terjadi 

transaksi yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara pelaku usaha 
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sebagai produsen dengan konsumen sebagai subyek hukum dan barang dan 

jasa sebagai objek hukum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

5. Jual Beli Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan Jual beli 

Mukhadharah sesuai dengan hak dan kewajiban konsumen dan pemilik usaha 

terdapat dalam pasal 4 ayat 8, pasal 5 (c), pasal 6 (a). Hak konsumen pada 

Pasal 4 ayat 8 mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pada pasal ini diatur 

konsumen berhak menerima ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan kesepakatan. Pada pasal 5 (c) membayar sesuai dengan 

nilai tukar yang disepakati. Pada pasal ini juga diatur untuk kewajiban 

konsumen, agar dalam transaksi terjadi secara benar dan tidak melanggar 

aturan. 

Pasal 6 (a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan, pada pasal ini mengatur hak pelaku usaha yang bertujuan 

untuk menyeimbangkan atau menyetarakan kedudukan konsumen dengan 

pelaku usaha.
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